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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
1. PengaturanhukumpenyelesaiantindakpidanakorupsimelaluiperadilankoneksitasdiaturdalamPasal 89 ayat (2) KUHAP danPasal 198 ayat (2) Undang-UndangNomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilanMiliter, Pasal 39 Undang-UndangNomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsisertaberdasarkanPasal 42 Undang-UndangNomor 30 Tahun 2002 tentang KPK 
2. [bookmark: _Hlk175123010]Mekanismepenangananperkarakoneksitaspadakasuskorupsiadalahkhususuntukpenyidikantindakperkarakoneksitas, dilakukanoleh Tim TetapPenyidikanKoneksitassebagaimanadiaturdalamPasal 89 KUHAP danpasal 198 ayat (2) Undang-UndangNomor 31 Tahun 1997 tentangPeradilanMiliter , yaknipenyidikperadilanumumsebagaimanadimaksuddalampasal 6 KUHAP, terdiridariPejabatPolisi Negara Republik Indonesia, danPejabatPegawaiNegeriSipil (PPNS) tertentu yang diberiwewenangkhususolehundangundang, PolisiMiliterdanOditurMiliteratauOditurMiliterTinggi. 
3. [bookmark: _Hlk175123029]Hambatanpenyelesaiantindakpidanakorupsimelaluiperadilankoneksitasadalahprosedur yang terlalurumitdanpanjangkarenapembentukantimpenyidikperkarakoneksitasdibentukberdasarkansuratkeputusanbersamaanataraPanglima TNI danMahakamahAgung. SelainituMahkamahAgungdanMenteriPertahananjugaharussecaratimbalbalikmengusulkanpengangkatan hakim anggota yang akanmenanganiperkarakoneksitas. Keduahalinilah yang menyebabkan proses penyelesaianperkarakoneksitasmemakanwaktu yang lama dansering kali menimbulkanpemisahanpemeriksaanperkara (tidaksesuaidenganprinsipperadilancepat, sederhanadanbiayaringan).

B. Saran
1. EksistensiperadilankoneksitasdalamperkaratindakpidanakorupsipascalahirnyaKomisiPemberantasanKorupsiseharusnyalebihdiperhatikan. MengingatperadilankoneksitassudahdiaturdidalamUndang-UndangdanKitabUndang-UndangHukumAcarapidana. Budayahukum yang terjadijugaseharusnyalebihadiltidakadamemandangbuludalammenanganihukum. Aparatpenegakhukumjugaharuslebihtegasdalammenanganikasuskorupsiantaraduaperadilan. agarterciptanyakepastianhukum. 
2. Kelebihandankekurangandalamperadilankoneksitasseharusnyamenjadiacuanuntukmemakaiperadilantersebut. Karenaperadilankoneksitasdirancanguntukmempermudahkoordinasidanpenyelesaianperkarakorupsiantaraduaperadilan. Proses pemidanaanapabilamemakaikoneksitasjugaakanlebihadildantransparankarenadiadilidalamsatuperadilan. Peradilankoneksitasjugamenguntungkankeduabelahpihakkarenamengingatanggotamilitermempunyaiperadilansendiridalammenanganitindakpidanakorupsi yang dilakukananggota TNI. 
[bookmark: _GoBack]Diperlukanharmonisasiperaturanataukebijakantentangkerjasamapemeriksaankoneksitasantara Tim TetapKoneksitasdan KPK.Selainharmonisasiperaturanterkaitproseduracarapemeriksaankoneksitas, KPK jugamemerlukanpengharmonisasianperaturanterkaitstrukturkelembagaan KPK danasalpenyidik KPK untukdapatmenanganiperkarakoneksitas.Dalamstrukturkelembagaannya, perludiaturDeputikhususdalam KPK yang menanganiperkarasecarasecarakoneksitas.Selainitu, perludiaturdalamperaturanbahwapenyidik KPK dapatjugadiperbantukandarianggota TNI gunamendukungpelaksanaankewenangan KPK secarakoneksitas
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